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Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta

Keynote Speech 
Konferensi Nasional V

Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum 
Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)

Yogyakarta, 4 November 2022

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Kebajikan

Yang saya hormati:

•	 Dr.	 Hj.	 Ida	 Fauziyah,	M.Si.,	Menteri	 Tenaga	 Kerja	 Republik	
Indonesia.

•	 Nadiem	Anwar	Makarim,	 B.A.,	M.B.A.,	Menteri	 Pendidikan,	
Kebudayaan,	Riset,	dan	Teknologi.

•	 Dr.	Muchlas,	M.T.,	Rektor	Universitas	Ahmad	Dahlan.

•	 Dr.	Agusmidah,	S.H.,	M.Hum.,	Ketua	Umum	P3HKI.

•	 Perwakilan	dari	akademisi	dan	praktisi.

•	 Peserta	konferensi	sekalian.
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Rasa	syukur	yang	sangat	besar,	kita	panjatkan	ke	hadapan	Tuhan	
Yang	Maha	Kuasa	bahwa	saat	ini	kita	masih	diberi	kekuatan,	kesehatan,	
kemampuan	dan	ridanya	sehingga	pada	hari	ini	kita	dapat	berkumpul	
dalam	Konferensi	Nasional	V	 Perkumpulan	 Pengajar	 dan	 Praktisi	
Hukum	Ketenagakerjaan	Indonesia.

Pertama,	saya	ucapkan	selamat	atas	penyelenggaraan	konferensi	
ini.	Adalah	 suatu	momentum	 yang	 baik	 bagi	 kita	 untuk	 berjumpa	
pada	 hari	 ini,	 untuk	menyatukan	 visi,	 energi,	 dan	 gagasan	 dalam	
upaya	mewujudkan	pembangunan	ketenagakerjaan	yang	 lebih	baik,	
khususnya	dalam	hal	hukum	ketenagakerjaan.

Organisasi	Buruh	Dunia	(ILO)	dalam	laporan	World Employment 
and Social Outlook 2022	menyebutkan	bahwa	secara	umum	pasar	tenaga	
kerja	menunjukkan	indikasi	pemulihan,	namun	kondisinya	berbeda-
beda	untuk	tiap	negara.

Negara	 berkembang	 belum	 sepenuhnya	menikmati	 pulihnya	
pasar	 tenaga	 kerja.	 Pasar	 tenaga	 kerja	 yang	 belum	 sepenuhnya	
pulih	menambah	 problematika	 perlambatan	 ekonomi	 yang	 diiringi	
peningkatan	 tekanan	 inflasi	 pada	 hampir	 seluruh	 sektor	 ekonomi.	
Bapak	Presiden	dalam	pengarahan	kepada	para	menteri	 dan	kepala	
daerah	 beberapa	waktu	 lalu	mengingatkan	 adanya	 ancaman	 resesi	
ekonomi	pada	periode	mendatang.

Secara	teoretis,	hubungan	antara	inflasi	dan	pengangguran	adalah	
berbanding	 terbalik	 seperti	 yang	 diungkapkan	 dalam	 teori	 Kurva	
Philips.	Namun,	 dalam	praktiknya	 tidak	 selalu	 demikian.	 Terlebih	
saat	ini	yang	dihadapi	adalah	terjadinya	inflasi	karena	aspek	dorongan	
biaya	atau	cost push inflation,	Kenaikan	biaya	bahan	baku	dan	ongkos	
angkutan,	tidak	ikuti	dengan	adanya	kenaikan	daya	beli	masyarakat.

Kondisi	 ini	 berdampak	pada	 penurunan	 kegiatan	 ekonomi	 dan	
selanjutnya	meningkatkan	pengangguran.	Oleh	karena	itu,	Pemerintah	
Pusat	dan	Pemerintah	Daerah	saat	ini	cenderung	melakukan	kebijakan	
fiskal	ekspansif	sebagai	stimulus	penciptaan	lapangan	kerja.	Penciptaan	
lapangan	 kerja	 ini	 dilakukan	melalui	 sejumlah	 program	perluasan	
kesempatan	 kerja	 seperti	 aktivitas	 padat	 karya,	 pemagangan	 dan	
penempatan	tenaga	kerja.

Kebijakan	 fiskal	 ekspansif	 diharapkan	 juga	 bisa	memberikan	
stimulus	pada	perekonomian	daerah	dengan	meningkatkan	permintaan	



viiKeynote Speech Konferensi Nasional V

barang	 dan	 jasa.	 Permintaan	 barang	 dan	 jasa	 tersebut	 selanjutnya	
menjadi	peluang	bagi	dunia	usaha	dan	 industri	untuk	berproduksi,	
yang	kemudian	akan	meningkatkan	permintaan	terhadap	tenaga	kerja.	
Tentu	saja	kebijakan	ini	tidak	bisa	berdiri	sendiri.

Kebijakan	 penciptaan	 lapangan	 kerja	 secara	 aktif	 juga	 perlu	
diimbangi	 dengan	 kebijakan	 lain	 seperti	 pengendalian	 inflasi,	
kemudahan	berusaha	hingga	kebijakan	yang	mendukung	kondusifnya	
iklim	ketenagakerjaan.

Hadirin	yang	berbahagia,	

Seperti	 yang	 kita	 ketahui	 bersama,	 pandemi	menyebabkan	
per	geseran	 pasar	 tenaga	 kerja	 di	 Indonesia	 yang	 ditandai	 dengan	
meningkatnya	proporsi	pekerja	informal.	Persentase	tenaga	kerja	formal	
yang	sebelumnya	menunjukkan	tren	pertumbuhan	positif	sejak	tahun	
2015,	berubah	arah	pada	tahun	2020.	Berdasar	data	Sakernas	bulan	
Februari	tahun	2022,	tenaga	kerja	di	Indonesia	terbanyak	bekerja	pada	
sektor	informal	yaitu	sebesar	59,97%.

Dalam	perspektif	hukum,	masih	banyak	celah	regulasi	terutama	
terkait	dengan	aspek	perlindungan	sosial	ketenagakerjaan	bagi	pekerja	
sektor	informal	ini.

Pergeseran	pasar	tenaga	kerja	sebenarnya	telah	terjadi	sebelum	
pandemi	 itu	 sendiri.	 Kemajuan	 teknologi	 digital	mendorong	 ber-
kembangnya	gig economy	yang	selanjutnya	mengubah	pola	hubungan	
antara	 perusahaan	 dengan	 pekerja.	 Perusahaan	 akan	mengontrak	
karyawan	independen	untuk	bekerja	dalam	jangka	waktu	yang	singkat.	
Sebagai	 contoh	 pada	 industri	 transportasi	 online	 roda	 dua,	 relasi	
antara	perusahaan	penyedia	aplikasi	dengan	pengemudi	tidak	dapat	
dipandang	sebagai	relasi	antara	perusahaan	dan	pekerja	yang	menerima	
upah.	 Konsep	 sharing economy	 mengedepankan	 aspek	 kemitraan,	
berbagi	sumber	daya	untuk	tujuan	yang	sama.	Perusahaan	penyedia	
jasa	aplikasi	memberikan	layanan	untuk	berinteraksi	dengan	pasar,	
sementara	pengemudi	memberikan	sumber	daya	berupa	kendaraan	
pribadi.

Ekonomi	digital	memang	memberikan	peluang	bagi	banyak	orang	
untuk	memperoleh	penghasilan,	namun	pertanyaannya	adalah	apakah	
pola	kemitraan	yang	terjalin	selama	ini	sudah	diatur	dengan	regulasi	
yang	menguntungkan	 bagi	 semua	 pihak.	 Penentuan	 tarif,	 proses	
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evaluasi	terhadap	akun	pengemudi	hingga	pelindungan	jaminan	sosial	
terhadap	pengemudi	merupakan	beberapa	area	yang	masih	terdapat	
celah	regulasi.	Pola	kemitraan	semacam	ini	juga	dijumpai	pada	bidang	
lain	seperti	jasa	akomodasi,	makanan	hingga	pada	jasa	yang	berbasis	
pengetahuan,	yang	untuk	tiap	sektornya	memiliki	permasalahan	yang	
berbeda-beda.

Hadirin	yang	berbahagia,

Perkembangan	Industri	4.0	pada	masa	mendatang	menghadirkan	
peluang	dan	tantangan	yang	harus	kita	siapkan	sejak	kini.

Bagi	 kelompok	 yang	memiliki	 literasi	 digital	 yang	 baik,	 per-
kembangan	 teknologi	memberikan	sarana	untuk	mewujudkan	kerja	
yang	lebih	produktif	dan	efisien.	Jam	kerja	bisa	menjadi	lebih	pendek,	
dan	tenaga	kerja	bisa	melakukan	kegiatan	lain	untuk	meningkatkan	
kualitas	hidupnya.	Namun	demikian,	bagi	kelompok	lain,	kemajuan	
teknologi	 bisa	 dimaknai	 sebagai	 ancaman	 yang	 bisa	menggeser	
pekerjaan	mereka	di	masa	mendatang.

Menanggapi	 dinamika	 yang	 berpengaruh	 dalam	pembangunan	
ketenagakerjaan,	terdapat	beberapa	hal	yang	perlu	kita	lakukan:

Pertama,	 pembangunan	 ketenagakerjaan	 harus	 lebih	 inklusif	
dengan	mengupayakan	agar	seluruh	kelompok	tenaga	kerja	memiliki	
peluang	yang	sama	dalam	mengakses	pasar	kerja	melalui	peningkatan	
pengetahuan	dan	keterampilan	yang	menjadi	kebutuhan	dunia	usaha	
dan	dunia	industri	di	masa	mendatang.

Kedua,	dunia	usaha	dan	dunia	industri	harus	lebih	adaptif	terhadap	
perubahan	pola	bisnis	pada	era	Industri	4.0	dengan	harapan	kegiatan	
perekonomian	bisa	lebih	produktif	dan	efisien.

Ketiga,	 pembangunan	ketenagakerjaan	harus	 didukung	dengan	
regulasi	yang	bisa	memastikan	kesetaraan	posisi	antarpihak.

Akhir	kata,	saya	ucapkan	selamat	berkonferensi	kepada	seluruh	
anggota	P3HKI	dan	peserta	sekalian.	Semoga	acara	ini	dapat	berjalan	
lancar	dan	sukses	serta	menghasilkan	gagasan-gagasan	terbaik	untuk	
pembangunan	 ketenagakerjaan	 di	 negeri	 kita.	 Semoga	Tuhan	Yang	
Maha	Kuasa	senantiasa	berkenan	melimpahkan	berkah	serta	rahmat-
Nya	bagi	kita.
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Sekian,	terima	kasih

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta,	4	November	2022
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Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Segala	puji	syukur	hanya	kepada	Allah	Swt.,	atas	segala	nikmat	
yang	telah	diberikan.	Selawat	dan	salam	semoga	senantiasa	tercurah	
kepada	Baginda	Nabi	Muhammad	saw.,	keluarga,	dan	para	pengikutnya	
sampai	akhir	zaman.	Aamiin.

Kementerian	Ketenagakerjaan	menyambut	baik	 dan	perhargaan	
yang	tinggi	atas	terbitnya	buku	ini.	Karya-karya	pada	dosen	dan	praktisi	
dalam	bidang	Hukum	Ketenagakerjaan	sangat	baik	untuk	memperkaya	
khazanah	hukum	ketenagakerjaan	yang	selalu	berkembang	dari	waktu		
ke	waktu.

Kami	menaruh	hormat	yang	tinggi	kepada	guru	besar	dalam	bidang	
hukum	ketenagakerjaan	pada	khususnya,	para	pakar	dan	praktisi	bidang	
ketenagakerjaan	yang	telah	memberikan	bekal	dalam	melihat	hukum	
ketenagakerjaan	dari	 sisi	 teori	maupun	praktik.	Dengan	Konferensi	
P3HKI	 tersebut	hukum	ketenagakerjaan	dapat	 dilihat	 dari	 berbagai	
sudut	 pandang	 ekonomi,	 sosial,	maupun	 yuridis,	 termasuk	 sudut	
pandang	 tradisional/konvensional	maupun	 perspektif	modern	 dan	
digital.

KATA SAMBUTAN 

Direktur Bina Pemeriksaan 
Norma Ketenagakerjaan, 

Kementerian Ketenagakerjaan
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Pemerintah	sangat	terbantu	dalam	menjawab	tantangan	dinamika	
ketenagakerjaan	yang	begitu	kompleks	dan	cepat	berubah	mengikuti	
perkembangan	 pola	 hubungan	masyarakat.	Harapan	 kami	 bahwa	
kehadiran	buku	ini	juga	mampu	memberikan	kritikan	dan	pemikiran-
pemikiran	baru	tentang	Hukum	Ketenagakerjaan	saat	ini	dan	mendatang.

Pada	kesempatan	 ini	 kami	berterima	kasih	 kepada	P3HKI	 yang	
sangat	aktif	mengadakan	berbagai	kegiatan	ilmiah	untuk	melakukan	
pengkajian	dan	mengembangkan	hukum	ketenagakerjaan.	Kementerian	
Ketenagakerjaan	terbuka	untuk	bekerja	sama	dan	melakukan	diskusi	
yang	 konstruktif	 demi	 kemajuan	 hukum	 ketenagakerjaan	 yang	
adaptif	serta	mampu	memberikan	perlindungan	ketenagakerjaan	bagi	
pekerja	maupun	pengusaha	secara	seimbang.	Tentu	saja	perlindungan	
ketenagakerjaan	 yang	 dimaksud	 juga	 harus	mampu	menciptakan	
keadilan	dan	kesejahteraan	masyarakat	serta	perlindungan	hak	asasi	
manusia.

Kumpulan	 tulisan	dalam	buku	 ini	dapat	menyajikan	pemikiran-
pemikiran	yang	kritis	demi	kemajuan	hukum	ketenagakerjaan.	Terima	
kasih	 kepada	 semua	 pihak,	 semoga	Tuhan	Allah	Yang	Maha	Kuasa	
senantiasa	memberikan	petunjuk	dan	bimbingan	kepada	kita	semua.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Direktur	Bina	Pemeriksaan
Norma	Ketenagakerjaan

Yuli	Adiratna

NIP.	19690713	199603	1	002
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Negara	Kesatuan	Republik	 Indonesia	 (NKRI)	didirikan	pada	17	
Agustus	1945.	Para	pendiri	negeri	berketetapan	hati	untuk	memberi	
mandat	kepada	Pemerintah	Indonesia	yang	dituangkan	dalam	Preambule 
Undang-Undang	Dasar	1945.	Di	dalam	Preambule	tersebut,	khususnya	
alinea	keempat,	disebutkan	bahwa	pemerintah	memiliki	sejumlah	tugas,	
di	antaranya	memajukan	kesejahteraan	umum.	Tugas	tersebut	tentu	
tidak	 ringan	ditunaikan,	mengingat	 pemerintah	memiliki	 kewajiban	
untuk	menciptakan	kehidupan	masyarakat	yang	sejahtera,	adil,	makmur	
dan	merata,	baik	materiil	maupun	spiritual.

Kunci	utama	untuk	menunaikan	tugas	mulia	tersebut	secara	elok	
telah	diletakkan	di	dalam	sila	kelima	Pancasila,	yaitu	“Keadilan	Sosial	
bagi	Seluruh	Rakyat	Indonesia”.	Sila	kelima	tersebut	sangat	penting	
untuk	dijadikan	fondasi	dalam	kehidupan	masyarakat,	mengingat	nilai-
nilainya	sangat	mulia.	Dalam	kehidupan	berbangsa	dan	bernegara,	sila	
keadilan	 sosial	mengandung	nilai-nilai	 utama,	 seperti	 perlindungan	
hak,	persamaan	derajat	dan	kedudukan	di	depan	hukum,	serta	tidak	ada	
kesenjangan	sosial	masyarakat.	Nilai-nilai	utama	yang	terdapat	dalam	
sila	kelima	itu	perlu	secara	serius	ditunaikan	sehingga	tidak	sekadar	
menjadi	slogan	indah	dari	pilar-pilar	kebangsaan	di	Republik	ini.

KATA PENGANTAR 
Rektor Universitas Ahmad Dahlan
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Hanya	 saja,	 pilar-pilar	 kebangsaan	 itu	 sampai	 saat	 ini	 belum	
sepenuhnya	 tertunaikan	 dengan	 baik.	 Banyak	 tokoh	 bangsa	 ini,	 di	
antaranya	Buya	Ahmad	Syafi’i	Ma’arif,	yang	secara	sungguh-sungguh	
berharap	 agar	 keadilan	 sosial	 bagi	 seluruh	 rakyat	 Indonesia	 dapat	
diwujudkan	di	masyarakat.	Harapan	ini	terus	digaungkan	Buya	hingga	
menjelang	meninggal	dunia	di	RS	PKU	Muhammadiyah	Gamping	pada	
tanggal	27	Mei	2022.	Buya	sampai	akhir	hayatnya	terus	gelisah	karena	
melihat	sila	kelima	Pancasila	masih	dijadikan	slogan	indah	di	atas	awan	
dan	belum	diturunkan	ke	bumi.	Buya	di	masa	hidupnya	bahkan	selalu	
menyebut	sila	kelima	Pancasila	sudah	lama	yatim-piatu.	Kritik	keras	
yang	disampaikan	Buya	 itu	dilandasi	 realitas	 kehidupan	masyarakat	
yang	justru	masih	jauh	dari	nilai-nilai	keadilan	sosial.	Contoh	nyata	
kehidupan	masyarakat	seperti	ini	dapat	dilihat	pada	perlakuan	hukum	
yang	 tajam	ke	 bawah	dan	 tumpul	 ke	 atas.	Kesenjangan	 sosial	 yang	
sangat	tajam	juga	tampak	dalam	kehidupan	ekonomi	di	masyarakat.	
Mereka	yang	kaya	semakin	kaya,	dan	yang	miskin	bertambah	miskin.	

Realitas	 pahit	 yang	demikian	 itu	 tentu	 tidak	dapat	 sepenuhnya	
dibebankan	 kepada	 pemerintah.	Masyarakat,	wa bil khusus,	 yang	
berprofesi	 sebagai	 pelaku	 industri	 perlu	 hadir	 dan	memberikan	
kontribusi	 positif	 dalam	mewujudkan	keadilan	 sosial	 di	 negeri	 ini.	
Partisipasi	dan	kontribusi	positif	pelaku	industri	sangat	penting	untuk	
mencapai	 sasaran	 pembangunan	 ekonomi	 yang	berkeadilan.	Dalam	
hal	 ini,	pelaku	industri	sangat	berperan	penting	untuk	mewujudkan	
keseimbangan	relasi	dan	pemberdayaan	sumber	daya	alam,	manusia	
dan	 dana	 yang	 tersedia.	 Pengembangan	dan	 perlindungan	hak-hak	
tenaga	 kerja	 dalam	dunia	 industri	 juga	 dapat	 diperhatikan	 dengan	
baik.	 Keseimbangan	 relasi	 dan	 pemberdayaan	 tenaga	 kerja	 yang	
dilandasi	spirit	keadilan	sosial	diharapkan	dapat	berdampak	positif	bagi	
peningkatan	ekonomi	yang	inklusif	dan	berkelanjutan.	Situasi	demikian	
juga	dapat	berpengaruh	besar	bagi	peningkatan	produktivitas	pekerja.

Secara	faktual,	perwujudan	kondisi	yang	demikian	itu	masih	relatif	
sangat	terbatas.	Pelaku	industri	alih-alih	mewujudkan	sistem	ekonomi	
berkeadilan,	yang	terjadi	justru	sebaliknya.	Problematika	relasi	antara	
pelaku	industri	dengan	tenaga	kerja	semakin	hari	cenderung	bertambah	
kompleks.	Outsourcing	hingga	perlindungan	keselamatan	dan	kesehatan	
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kerja	bagi	tenaga	kerja	di	era	digitalisasi	merupakan	sejumlah	isu	aktual	
yang	sampai	saat	ini	memerlukan	perhatian	serius	dari	banyak	pihak,	
khususnya	para	praktisi	maupun	akademisi.

Buku	 yang	 berada	 di	 tangan	 pembaca	 budiman	 ini	merupakan	
bentuk	 kepedulian	 dan	 keprihatinan	 para	 akademisi	 dalam	melihat	
problem	relasi	pelaku	industri	dengan	tenaga	kerja	di	Indonesia.	Mereka	
yang	 tergabung	 dalam	Perkumpulan	 Pengajar	 dan	 Praktisi	Hukum	
Ketenagakerjaan	Indonesia	(P3HKI)	memiliki	kegelisahan	intelektual	
sehingga	mengangkat	topik	tersebut	dalam	Konferensi	Nasional	P3HKI	
di	Universitas	Ahmad	Dahlan	pada	4-5	November	2022,	dan	hasilnya	
adalah	buku	yang	ada	di	tangan	pembaca	budiman	ini.

Saya	 sungguh	menyambut	 gembira	 atas	 kehadiran	 buku	 yang	
dihasilkan	dari	proses	kreatif	dan	telaah	kritis	para	pengajar	dan	praktisi	
hukum	ketenagakerjaan	ini.	Buku	ini	tidak	sekadar	memberi	informasi	
tentang	peta	persoalan	ketenagakerjaan	saja,	tetapi	juga	solusi	cerdas	
yang	dapat	 dijadikan	 alternatif	 kebijakan,	 baik	 pemerintah	maupun	
para	pelaku	industri.	Karena	itu,	buku	ini	sangat	bermanfaat	sebagai	
kompas	pemandu	arah	dalam	membangun	sistem	ketenagakerjaan	yang	
dilandasi	spirit	keadilan	sosial	bagi	seluruh	rakyat	Indonesia.	Selamat	
Membaca.

Yogyakarta,	27	Juni	2023

Rektor	Universitas	Ahmad	Dahlan

Dr.	Muchlas,	M.T.
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Puji	 syukur	 kami	 panjatkan	 kehadirat	 Allah	 Swt.	 yang	 telah	
melimpahkan	 karunia-Nya	 sehingga	 buku	 dengan	 judul	Hukum 
Ketenagakerjaan dalam Perubahan Iklim Ketenagakerjaan,	telah	terbit	
dan	dapat	sampai	kepada	Anda.

Cakupan	materi	meliputi:	Politik	Hukum	Ketenagakerjaan;	Sistem	
Jaminan	Sosial	Nasional	dalam	Ketenagakerjaan	di	 Indonesia;	Peran	
Serikat	Pekerja	dalam	Hubungan	 Industrial;	Afirmasi	dalam	Hukum	
bagi	Perempuan	dalam	Bidang	Ketenagakerjaan;	Migrasi	Pekerja	dan	
Perlindungannya:	 Sektor	 Formal,	 Informal,	 dan	Laut;	 Perlindungan	
Tenaga	Kerja;	 dan	 Penyelesaian	 Perselisihan	Hubungan	 Industrial:	
Teori	 dan	Praktik.	Artikel	 disusun	dengan	menempatkan	 teori	 dan	
konsep	yang	dibangun	dari	pendekatan	perundang-undangan	maupun	
konseptual.

Ucapan	terima	kasih	tak	terhingga	kepada	berbagai	pihak	yang	telah	
berkontribusi	secara	material	dan	immaterial	dalam	penyusunan	buku	
ini,	antara	lain:	BPJS	Ketenagakerjaan;	Kementerian	Ketenagakerjaan;	
Pengurus,	 Dewan	 Pengawas,	 dan	 Dewan	 Pakar	 P3HKI;	 Rektor	
Universitas	Ahmad	Dahlan;	Dekan	dan	Wakil	Dekan	Fakultas	Hukum	

PRAKATA
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UAD;	Ketua	Prodi	Magister	Ilmu	Hukum	UAD	yang	sekaligus	sebagai	
Ketua	Panitia	(Dr.	Fithriatus	Shalihah,	S.H.,	M.H.);	segenap	pengajar	
dari	FH	UAD;	serta	para	peserta	yang	telah	menuangkan	pemikirannya	
dalam	artikel	masing-masing	sehingga	buku	ini	berhasil	disusun.	

Harapan	 kami	 dengan	 terbitnya	 buku	 ini,	 dapat	menambah	
keberagaman	referensi	dan	wawasan	tentang	upaya	memajukan	sistem	
hukum	ketenagakerjaan	Indonesia.

	Medan,	21	April	2023

Ketua	Umum	P3HKI

Dr.	Agusmidah,	S.H.,	M.Hum.
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A. Pendahuluan
Saat	 ini	 kekerasan	 seksual	menjadi	 topik	 pembahasan,	 tidak	 lain	
dikarenakan	terus	terjadinya	peningkatan	jumlah	angka	kasus	tersebut.	
Menurut	data	CATAHU	Komnas	Perempuan	2022,	selama	kurun	waktu	
10	tahun	pencatatan	kasus	kekerasan	terhadap	perempuan	(2012-2021),	
tahun	2021	 tercatat	 sebagai	 tahun	dengan	 jumlah	kasus	Kekerasan	
Berbasis	Gender	(KBG)	tertinggi,	yakni	meningkat	50%	dibanding	tahun	
2020,	sebanyak	338.496	kasus.	Angka	ini	bahkan	lebih	tinggi	dari	angka	
KBG	sebelum	masa	pandemi	di	tahun	2019	(Komnas	Perempuan,	2022).

Siti	Aminah	Komisioner	Komnas	Perempuan	juga	menambahkan	
bahwa	 jumlah	 kekerasan	 terhadap	 perempuan	 terus	mengalami	
peningkatan	rentang	tahun	2008-2019,	sepanjang	tahun	2011	hingga	
2019	 tercatat	 46.698	kasus	kekerasan	 seksual	 yang	 terjadi	 di	 ranah	
personal	maupun	publik	terhadap	perempuan	(Aminah,	2020).	Untuk	
lokasi	terjadinya	kekerasan	seksual	ini	beragam,	mulai	paling	terdekat	

1Universitas	Islam	Riau,	julywiarti@law.uir.ac.id	(co-author).
2Universitas	Ahmad	Dahlan,	fitrhriatus.shalihah@law.uad.ac.id.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA UNTUK PERLINDUNGAN 
TENAGA KERJA PEREMPUAN DARI KEKERASAN 

SEKSUAL
July Wiarti1 dan Fithriatus Shalihah2

22
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adalah	tempat	tinggal,	sekolah,	pesantren,	tempat	umum	dan	termasuk	
lingkungan	kerja.

Salah	 satu	 lokasi	 yang	banyak	 terjadi	 kekerasan	 seksual	 adalah	
lingkungan	 kerja,	 hal	 ini	 senada	 dengan	 yang	 disampaikan	 oleh	
Komisioner	Komnas	 Perempuan	Veryanto	 Sitohang	 bahwa	 tingkat	
kekerasan	seksual	di	lingkungan	kerja	naik	drastis.	Tahun	2017	sampai	
2020	mencatat	92	kasus	kekerasan	berbasis	gender	terhadap	perempuan,	
sedangkan	tahun	2021	meningkat	hingga	116	kasus	(D.	Situmorang,	
2022).

Perempuan	selalu	diletakkan	pada	posisi	yang	lebih	rendah	dibanding	
laki-laki.	Ini	tidak	terlepas	dari	pandangan	patriarki	yang	sudah	melekat	
kuat	di	tengah	masyarakat.	Patriarki	berasal	dari	kata	patriarkat,	berarti	
struktur	yang	menempatkan	peran	laki-laki	sebagai	penguasa	tunggal,	
sentral	dari	segala-galanya	(Rokhmansyah,	2016).	Menurut	Committee 
on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW),	 adanya	
diskriminasi	 dapat	melanggengkan	kekerasan	 terhadap	perempuan,	
misalnya	kepercayaan	tradisional	yang	memosisikan	perempuan	dalam	
status	subordinat	atau	di	bawah	pria	(Kholiq,	2016).

Tenaga	kerja	akan	berupaya	berkontribusi	sebaik	mungkin	kepada	
perusahaan	 atau	 tempat	 bekerja	 sebagai	 bentuk	 keseriusan	 dalam	
bekerja.	Namun,	 upaya	 kontribusi	 tenaga	 kerja	 tersebut	 sering	 kali	
disalahgunakan	oleh	 pimpinan	 atau	 atasan	 tempat	 bekerja.	 Tenaga	
kerja	 yang	 rentan	 sekali	 untuk	mengalami	kondisi	 demikian	 adalah	
tenaga	kerja	perempuan.	Hal	ini	tidak	lain	dikarenakan	adanya	relasi	
kuasa	 antara	 atasan	 dengan	 tenaga	 kerja,	 yang	mana	 atasan	 sudah	
tentu	memiliki	posisi	lebih	dominan	dibanding	tenaga	kerja	dan	belum	
lagi	terkait	gender	yang	mana	perempuan	ditempatkan	pada	posisi	di	
bawah	laki-laki.

Terkait	 hal	 ini	 juga	 didukung	 dari	 data	Never Okey Project yang 
disampaikan	 oleh	 Imelda	Riris	 bahwa	hasil	 dari	 survei	 2018	 yang	
dilakukan	secara	online	bahwa	36%	pelaku	kekerasan	seksual	adalah	bos	
atau	rekan	kerja	senior	(Riris,	2022).	Tenaga	kerja	perempuan	kerap	
mendapat	ancaman	penghentian	kerja	 jika	menolak	untuk	dijadikan	
objek	kekerasan	seksual,	dengan	situasi	ekonomi	yang	sulit	tentu	ini	
menambah	kesulitan	 bagi	mereka	untuk	mengambil	 sikap.	 Jika	 hal	
ini	tidak	ditindaklanjuti	dengan	serius,	tentu	akan	berdampak	buruk	
terutama	bagi	perempuan	korban	dari	kekerasan	seksual.
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Dampak	buruk	dari	adanya	kekerasan	seksual	sebagaimana	yang	
dipaparkan	 oleh	 Siti	Aminah	 adalah	 dampak	 pada	 kesehatan	 fisik	
dan	psikis,	dampak	pada	pemenuhan	Hak	Asasi	Manusia	(HAM)	dan	
relasi	sosial	serta	dampak	ekonomi.	Secara	lebih	luasnya	lagi	adalah	
perempuan	tidak	dapat	berperan	optimal	sebagai	warga	negara	dalam	
berkehidupan	berkeluarga,	 bermasyarakat,	 berbangsa	dan	bernegara	
(Aminah,	2020).

Maka	dari	 itu,	perlu	 adanya	perlindungan	yang	dapat	diberikan	
kepada	mereka	 tenaga	 kerja	 perempuan	 dalam	menjalani	 aktivitas	
pekerjaan	mereka	di	lingkungan	kerja.	Hal	ini	juga	telah	diatur	dalam	
Undang-Undang	Ketenagakerjaan	Nomor	13	Tahun	2003	Pasal	86	ayat	
(1)	bahwa	pekerja	berhak	atas	perlindungan	atas	moral	dan	kesusilaan.
(Undang-Undang	Nomor	13	Tahun	2003	 tentang	Ketenagakerjaan).	
Salah	satu	hal	yang	dapat	diupayakan	adalah	melalui	kebijakan	hukum	
pidana,	yakni	merumuskan	tindakan	kekerasan	seksual	sebagai	bagian	
dari	 perbuatan	 pidana	 dan	memberikan	 ancaman	hukuman	kepada	
pelaku.	Dengan	disahkannya	Undang-	Undang	Tindak	Pidana	Kekerasan	
Seksual,	 sudah	menjadi	 gebrakan	 yang	baik	 dalam	penanggulangan	
kekerasan	seksual.	Kemudian	apakah	kebijakan	dalam	hal	ini	rumusan	
delik	 yang	 telah	 dibentuk	 dalam	 peraturan	 perundang-undangan	
tersebut	telah	memberikan	perlindungan	yang	baik	bagi	tenaga	kerja,	
tentu	ini	perlu	pengkajian	lebih	dalam	lagi.

B. Kebijakan Hukum Pidana untuk Perlindungan Tenaga 
Kerja Perempuan dari Kekerasan Seksual

Jika	melihat	 kepada	 kehidupan	 zaman	 lampau,	 yang	mana	 belum	
adanya	terbentuk	norma	hukum	dalam	kehidupan	manusia,	tercipta	
kehidupan	yang	saling	mempertahankan	kepentingan	satu	sama	lain.	
Bahkan	untuk	memperjuangkan	kepentingan,	manusia	harus	berjuang	
hidup	dan	mati.	Untuk	itu,	muncullah	norma	hukum	sebagai	bagian	
tatanan	kehidupan	sehingga	dapat	tercipta	kehidupan	yang	tenteram,	
tertib	dan	teratur.

Ditinjau	 dari	 segi	 etimologi,	 kata	 “norma”	 berasal	 dari	 bahasa	
Latin,	sedangkan	kata	“kaidah”	berasal	dari	bahasa	Arab.	Norma	berasal	
dari	kata	nomos yang	berarti	nilai	dan	kemudian	dipersempit	maknanya	
menjadi	norma	hukum.	Sementara,	kaidah	dalam	bahasa	Arab	berasal	
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dari	kata	qo’idah yang	berarti	ukuran	atau	nilai	pengukur	(Kurniawan,	
2016).

Norma	hukum	yang	dimaksud	 saat	 ini	 telah	 terjabarkan	dalam	
pasal-pasal	 yang	 terdapat	 dalam	 peraturan	 perundang-undangan.	
Dalam	 ranah	 hukum	 pidana	 sendiri	 norma	 hukum	 yang	 terjabar	
dalam	undang-undang	tersebut	dikenal	pula	dengan	istilah	rumusan	
delik.	Hukum	pidana	memuat	 ketentuan	 terkait	 perbuatan	 pidana,	
pertanggungjawaban	pidana	dan	sanksi	pidana.	Hal	 ini	 seperti	 yang	
disampaikan	 oleh	Moeljatno	 dalam	bukunya	 bahwa	hukum	pidana	
adalah	bagian	daripada	seluruh	hukum	yang	berlaku	di	suatu	negara,	
yang	mengadakan	dasar-dasar	 dan	 aturan-aturan	untuk	 (Moeljatno,	
2008):

1.	 Menentukan	perbuatan-perbuatan	mana	yang	tidak	boleh	dilakukan,	
yang	dilarang,	dengan	disertai	ancaman	atau	sanksi	berupa	pidana	
tertentu	bagi	barang	siapa	melanggar	laragan	tersebut.

2.	 Menentukan	kapan	dan	dalam	hal-hal	apa	kepada	mereka	yang	telah	
melanggar	 larangan-larangan	 itu	 dapat	 dikenakan	 atau	dijatuhi	
pidana	sebagaimana	telah	diancamkan.

3.	 Menentukan	dengan	cara	bagaimana	pidana	itu	dapat	dilaksanakan	
apabila	ada	orang	yang	disangka	telah	melanggar	larangan	tersebut.

Dengan	 demikian,	 norma	hukum	 yang	 terdapat	 dalam	hukum	
pidana	memuat	 terkait	 perbuatan	 yang	 dilarang	 yang	 tidak	 boleh	
dilakukan	dan	adanya	ancaman	pidana	bagi	yang	melanggarnya.	Norma	
hukum	yang	terjabar	dalam	rumusan	delik	(ranah	hukum	pidana)	yang	
merupakan	bentuk	dari	kebijakan	hukum	yang	dibuat	oleh	mereka	yang	
berwenang	menjadi	 senjata	pelindung	masyarakat	dari	 terancamnya	
kepentingan-kepentingan	oleh	pihak	lain.

Kebijakan	hukum	pidana	 dapat	 disebut	 dengan	 istilah	 “Politik	
Hukum	Pidana”	 dalam	 istilah	 asing,	 politik	 hukum	pidana	 sering	
dikenal	dengan	“Penal Policy, Criminal Law Policy, atau Strafrechtspolitiek”.	
Menurut	Sudarto	yang	dimaksud	dengan	politik	hukum	pidana	adalah:	
“....	Bagaimana	mengusahakan	atau	membuat	atau	merumuskan	suatu	
perundang-undangan	pidana	 yang	baik.	Maka	melaksanakan	politik	
hukum	pidana	berarti	mengadakan	pemilihan	untuk	mencapai	hasil	
perundang-undangan	pidana	yang	paling	baik,	dalam	artian	memenuhi	
syarat	keadilan	dan	daya	guna”	(Kenedi,	2017).
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Usaha	dan	kebijakan	untuk	membuat	peraturan	hukum	pidana	yang	
baik	pada	hakikatnya	tidak	dapat	dilepaskan	dari	tujuan	penanggulangan	
kejahatan.	 Upaya	 penanggulangan	 kejahatan	 pada	 hakikatnya	
merupakan	bagian	integral	dari	upaya	perlindungan	masyarakat	(social 
defence)	dan	sebagai	upaya	untuk	mencapai	kesejahteraan	masyarakat	
(social welafare)	(Kenedi,	2017).

Muladi	di	dalam	bukunya	juga	menyampaikan	bahwa	perumusan	
delik	 dalam	 undang-undang	 juga	 merupakan	 sebagai	 upaya	
penanggulangan	kejahatan	(Usman,	2002).

Kebijakan	menggunakan	hukum	pidana	sebagai	salah	satu	sarana	
penanggulangan	kejahatan	dilakukan	melalui	proses	sistematik,	yaitu	
melalui	 apa	 yang	 disebut	 sebagai	 penegakan	hukum	pidana	 dalam	
arti	luas,	yaitu	penegakan	hukum	pidana	dilihat	sebagai	suatu	proses	
kebijakan,	yang	pada	hakikatnya	merupakan	penegakan	kebijakan	yang	
melewati	beberapa	tahapan	sebagai	berikut:

a.	 Tahap	 formulasi,	 yaitu	 tahap	penegakan	hukum	 inabstrakto oleh 
badan	 pembuat	 undang-undang,	 disebut	 juga	 sebagai	 tahap	
kebijakan	legislatif.

b.	 Tahap	aplikasi,	yaitu	tahap	penerapan	hukum	pidana	oleh	aparat	
penegak	hukum	mulai	dari	kepolisian	sampai	pengadilan,	disebut	
juga	sebagai	tahap	kebijakan	yudikatif.

c.	 Tahap	eksekusi,	yaitu	tahap	pelaksanaan	hukuman	pidana	secara	
konkret	 oleh	 aparat-aparat	 pelaksana	 pidana.	 Tahap	 ini	 dapat	
disebut	tahap	kebijakan	eksekutif	atau	administratif.

Sebagaimana	yang	penulis	paparkan	di	atas	bahwa	salah	satu	bentuk	
upaya	penanggulangan	kejahatan	adalah	dengan	membuat	kebijakan	
yang	dalam	pandangan	Muladi	masuk	ke	tahap	formulasi.	Lazimnya	
perumusan	 kebijakan	 dalam	 perspektif	 hukum	 pidana	memuat	
perbuatan	yang	dilarang	serta	adanya	ancaman	hukuman.

Pemberian	hukuman	ini	mengarah	kepada	tujuan	pemidanaan	yang	
berupa	(Saputra,	et al.,	2020):

a.	 Untuk	menakuti-nakuti	orang	jangan	sampai	melakukan	kejahatan,	
baik	secara	menakut-nakuti	orang	banyak	(general preventie)	maupun	
menakut-nakuti	orang	tertentu	yang	sudah	melakukan	kejahatan	
agar	 di	 kemudian	 hari	 tidak	melakukan	 kejahatan	 lagi	 (special 
preventie);	atau
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b.	 Untuk	mendidik	atau	memperbaiki	orang-orang	yang	melakukan	
kejahatan	agar	menjadi	orang-orang	yang	baik	tabiatnya	sehingga	
bermanfaat	bagi	masyarakat.

Tujuan	pemidanaan	mengemban	 fungsi	 pendukung	dari	 fungsi	
hukum	pidana	secara	umum	yang	ingin	dicapai	sebagai	tujuan	akhir	
adalah	terwujudnya	kesejahteraan	dan	perlindungan	masyarakat	(social 
defence dan social welfare),	yang	diorientasikan	pada	tujuan	perlindungan	
masyarakat	untuk	mencapai	kesejahteraan	sosial	(Irmawanti	dan	Arief,	
2021).

Maka	dari	itu,	rumusan	delik	yang	dibuat	oleh	pihak	yang	berwenang	
tersebut	tidak	lain	ditujukan	untuk	memberikan	perlindungan	kepada	
masyarakat,	yang	dalam	pembahasan	ini	ditujukan	untuk	tenaga	kerja.	
Secara	umum	rumusan	delik	tersebut	dapat	dilihat	pada	Kitab	Undang-
undang	Hukum	Pidana	atau	yang	disingkat	KUHP,	secara	khusus	dapat	
dilihat	 pada	 undang-undang	 tersendiri	 di	 luar	KUHP	misal	 seperti	
Undang-Undang	Tindak	Pidana	Kekerasan	Seksual	 yang	 selanjutnya	
disingkat	UU	TPKS.

Terkait	 kepatuhan	dalam	menaati	 peraturan	 tersebut	 ini	 dapat	
dilihat	pada	ajaran	kedaulatan	Tuhan	yang	dianut	oleh	Friedrich	Julius	
Stahl	 yang	mengatakan	 bahwa	negara	 adalah	 badan	 yang	mewakili	
Tuhan	di	 dunia	 yang	memiliki	 kekuasaan	penuh	menyelenggarakan	
ketertiban	hukum	di	dunia.	Teori	perjanjian	masyarakat	mengemukakan	
otoritas	negara	yang	bersifat	monopoli	itu	pada	kehendak	manusia	itu	
sendiri,	 yang	menghendaki	 adanya	 kedamaian	dan	ketenteraman	di	
masyarakat.	Mereka	berjanji	akan	menaati	segala	ketentuan	yang	dibuat	
negara	dan	di	lain	pihak	bersedia	pula	untuk	memperoleh	hukuman	
jika	dipandang	tingkah	lakunya	akan	berakibat	terganggunya	ketertiban	
dalam	masyarakat.	Mereka	 telah	memberikan	 kuasa	 kepada	negara	
untuk	menghukum	seseorang	yang	melanggar	ketertiban.

Begitu	 pun	 dengan	 teori	 kedaulatan	 negara,	 para	 penganut	
teori	 tersebut	mengemukakan	 pendirian	 yang	 lebih	 tegas	 karena	
negaralah	yang	berdaulat,	maka	hanya	negara	itu	sendiri	yang	bergerak	
menghukum	seseorang	yang	mencoba	mengganggu	ketertiban	dalam	
masyarakat.	Negaralah	yang	menciptakan	hukum	jadi	segala	sesuatu	
harus	tunduk	kepada	negara.	Dalam	kaitannya	dengan	hukuman,	hukum	
ciptaan	negara	itu	adalah	hukum	pidana	(Wiarti,	2017).
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Dengan	 demikian,	 negara	 berhak	mengambil	 tindakan	 untuk	
pelanggaran	terhadap	penaatan	peraturan	yang	telah	dibuat	oleh	negara,	
dengan	 cara	memberi	 hukuman.	 Tuntutan	 untuk	 dirumuskannya	
perbuatan	pidana	dalam	sebuah	undang-undang	merupakan	ajaran	dari	
asas	legalitas	atau	yang	dikenal	dengan	istilah	Principle of Legality.	Asas	
legalitas	(principle of legality)	menentukan	bahwa	tidak	ada	perbuatan	
yang	dilarang	dan	diancam	dengan	pidana	jika	tidak	ditentukan	terlebih	
dahulu	dalam	perundang-undangan.	Asas	ini	dikenal	dalam	bahasa	Latin	
sebagai	nullum delictum nulla poena sine praevia lege (tidak	ada	delik	tidak	
ada	pidana	tanpa	peraturan	lebih	dahulu)	(Widayati,	2011).	Berlakunya	
asas	 legalitas	memiliki	dua	 fungsi	yaitu:	pertama,	 fungsi	melindungi	
yaitu	tidak	ada	pemidanaan	kecuali	atas	dasar	undang-undang.	Dalam	
hal	ini,	undang-undang	pidana	melindungi	rakyat	terhadap	pelaksanaan	
kekuasaan	yang	tanpa	batas	dari	pemerintah.	Kedua,	fungsi	instrumental	
yaitu	tidak	ada	perbuatan	pidana	yang	tidak	dituntut	(Widayati,	2011).	
Asas	legalitas	adalah	salah	satu	bagian	terpenting	dari	undang-undang,	
karena	 di	 dalamnya	 terkandung	nilai-nilai	 filosofis	 yang	mendasari	
rumusan	pasal	demi	pasal.	Rumusan	asas	legalitas	yang	tepat	berarti	
jaminan	keadilan	hukum	(Khasan,	2017).

Pemahaman	kekerasan	seksual	sebagaimana	terdapat	dalam	UU	
TPKS	adalah	segala	perbuatan	yang	memenuhi	unsur	 tindak	pidana	
sebagaimana	diatur	dalam	undang-undang	ini	dan	perbuatan	kekerasan	
seksual	lainnya	sebagaimana	diatur	dalam	undang-undang	sepanjang	
ditentukan	dalam	undang-undang	ini	(UU	RI	Nomor	12	Tahun	2022	
tentang	Tindak	Pidana	Kekerasan	 Seksual).	Kemudian	 lebih	 lanjut	
djabarkan	bahwa	bentuk	tindak	pidana	kekerasan	seksual	di	antaranya	
pelecehan	nonfisik,	pelecehan	seksual	 fisik,	pemaksaan	kontrasepsi,	
pemaksaan	 sterilisasi,	 pemaksaan	 perkawinan,	 penyiksaan	 seksual,	
eksploitasi	seksual,	perbudakan	seksual	dan	kekerasan	seksual	berbasis	
elektronik	 (UU	RI	Nomor	 12	Tahun	 2022	 tentang	 Tindak	 Pidana	
Kekerasan	Seksual).

Saat	 ini	 pemahaman	kekerasan	 seksual	 sudah	 semakin	meluas,	
mengingat	artikel	ini	terbatas	kepada	perbuatan	cabul	dan	pemerkosaan	
maka	 yang	 akan	dibahas	 kemudian	 terkait	 dua	hal	 tersebut.	Dalam	
KUHP	perbuatan	 tersebut	 digolongkan	 kepada	 kejahatan	 terhadap	
kesusilaan	yang	diatur	dalam	satu	bab	yang	mana	terdapat	dua	puluh	
empat	pasal.	Pemahaman	kesusilaan	dapat	dipahami	sebagai	“mengenai	
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juga	adat	kebiasaan	yang	baik	itu,	tetapi	khusus	yang	sedikit	banyak	
mengenai	kelamin	(seks)	seseorang	(Wowiling,	2021).

Di	dalam	KUHP	pasal	yang	memuat	 larangan	terkait	perbuatan	
cabul	dan	pemerkosaan	dapat	ditemui	pada	Pasal	285	dan	289.	Rumusan	
delik	pada	masing-masing	pasal	adalah	sebagai	berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena 
melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”	
(Pasal	285	KUHP).
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, 
diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan 
kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”	(Pasal	
289	KUHP).

Kedua	rumusan	delik	di	atas	ditujukan	kepada	semua	orang	dan	
tanpa	 dikhususkan	pada	 status	 ataupun	 jabatan	 seseorang.	Terkait	
atasan	yang	melakukan	kepada	tenaga	kerjanya	diatur	kembali	dalam	
pasal	tersendiri	yakni	yang	berbunyi:

“Diancam dengan pidana yang sama (pidana penjara paling lama tujuh 
tahun): pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang 
karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya 
dipercayakan atau diserahkan kepadanya”	(Pasal	294	ayat	(2)	angka	1	
KUHP).

Jika	terdapat	aturan	yang	memiliki	substansi	larangan	yang	kurang	
lebih	sama,	maka	yang	digunakan	adalah	aturan	yang	sifatnya	khusus,	
hal ini sesuai dengan adagium lex specialis derogat legi generali.	Lex specialis 
derogat legi generali (hukum	khusus	menyampingkan	hukum	umum)	
merupakan	salah	satu	asas	preferensi	yang	dikenal	dalam	ilmu	hukum.	
Asas	preferensi	adalah	asas	hukum	yang	menunjuk	hukum	mana	yang	
lebih	didahulukan	(untuk	diberlakukan),	 jika	dalam	suatu	peristiwa	
(hukum)	terkait	atau	terlanggar	beberapa	peraturan	(Agustina,	2015).

Berdasarkan	adagium	tersebut	maka	untuk	perbuatan	cabul	yang	
dilakukan	oleh	atasan	kepada	bawahannya	aturan	yang	digunakan	adalah	
yang	khusus	yakni	Pasal	294	ayat	(2)	angka	1	KUHP.	Namun,	rumusan	
delik	yang	berkaitan	dengan	pemerkosaan	yang	khusus	ditujukan	kepada	
pelaku	atasan	tidak	ada	dirumuskan	di	dalam	KUHP.	Dengan	demikian,	
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untuk	tindakan	pemerkosaan	yang	dilakukan	atasan	kepada	bawahannya	
dapat	digunakan	Pasal	285	KUHP.

Berbicara	mengenai	aturan	khusus,	maka	jika	dibandingkan	antara	
KUHP	dan	UU	TPKS	tentu	yang	digunakan	adalah	UU	TPKS.	Mengingat	
undang-undang	 tersebut	 diatur	 di	 luar	KUHP	dan	mengatur	 secara	
khusus	suatu	perbuatan	pidana	yakni	terkait	kekerasan	seksual.

Ketentuan	 terkait	perbuatan	cabul	ataupun	pemerkosaan	dalam	
UU	TPKS	berbunyi	sebagai	berikut:

“Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, 
atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau 
memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, 
memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan 
atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya 
atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 
(dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah)”	(Pasal	6	huruf	c	UU	TPKS).

Di	dalam	UU	TPKS	sendiri	dalam	merumuskan	perbuatan	cabul	
dan	pemerkosaan	ditempatkan	pada	satu	pasal	yang	sama,	sehingga	
untuk	kuantitas	dari	sanksi	pidana	yang	diancamkan	pun	sama.	Padahal,	
perbuatan	 cabul	 dan	 pemerkosaan	memiliki	 dampak	 yang	 berbeda	
harusnya	ada	hukuman	yang	berbeda	pula,	hal	 ini	 juga	disampaikan	
Suhariyono	 bahwa:	 “Sedapat	mungkin,	 pidana	 yang	 diancamkan	
harus	memperhatikan	 rasa	keadilan	dalam	masyarakat	 (dengan	cara	
menghitung	 akibat	 tidak	 pidana	 yang	mungkin	 timbul	 atau	 yang	
ditimbulkan)	dan	segi	manfaat	atau	kegunaannya”	(Suhariyono,	2012).

Selain	itu,	terminologi	yang	digunakan	adalah	persetubuhan	bukan	
pemerkosaan	seperti	KUHP.	Layaknya	seperti	KUHP	yang	memisahkan	
rumusan	antara	perbuatan	cabul	yang	dilakukan	oleh	pelaku	umum	
dengan	pelaku	khusus	termasuk	pimpinan	atau	atasan,	dalam	UU	TPKS	
juga	mengatur	demikian.	Aturan	terkait	pelaku	khusus	yakni	pimpinan	
atau	atasan	diatur	dalam	pasal	tersendiri.	Sebagaimana	bunyi	berikut	ini:

“Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 
sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu pertiga), jika: d. dilakukan 
oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang 
yang dipekerjakan atau bekerja dengannya” (Pasal	15	ayat	(1)	huruf	d	
UU	TPKS).
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Pasal	 15	 ayat	 (1)	 huruf	 d	UU	TPKS	memuat	 rumusan	 delik	
khusus	 terkait	 perbuatan	 cabul	 atau	 persetubuhan	 yang	 dilakukan	
oleh	 pelaku	 pimpinan	 atau	 atasan,	 di	 dalam	pasal	 tersebut	 bentuk	
penekanan	perlindungan	yang	diberikan	adalah	dengan	ditambahnya	
sepertiga	hukuman.	Dengan	 adanya	 rumusan	delik	 ini	memberikan	
perlindungan	kepada	tenaga	kerja	dari	adanya	ancaman	perbuatan	cabul	
atau	pemerkosaan	oleh	pimpinan	atau	atasan	di	lingkungan	kerja.

C. Penutup
Angka	kasus	kekerasan	seksual	 terus	mengalami	peningkatan,	salah	
satunya	 kekerasan	 seksual	 yang	 terjadi	 di	 lingkungan	 kerja.	 Tenaga	
kerja	tentu	berada	di	posisi	yang	lebih	lemah	dibanding	majikan	atau	
atasan,	 terlebih	 lagi	 tenaga	kerja	 perempuan.	 Sebab,	 dari	 perspektif	
gender	 perempuan	masih	dianggap	 lebih	 lemah	dibanding	 laki-laki.	
Dua	hal	ini	membuat	tenaga	kerja	perempuan	yang	di	bawah	atasan	
laki-laki	semakin	berada	di	posisi	yang	sulit,	terutama	pada	ancaman	
adanya	 kekerasan	 seksual.	Untuk	 itu,	 perlu	 diberikan	perlindungan	
kepada	tenaga	kerja	perempuan.	Dalam	perspektif	hukum	pidana	dapat	
dilakukan	dengan	merumuskan	kebijakan	hukum	pidana	yang	tercantum	
di	 dalam	peraturan	perundang-undangan.	Kebijakan	hukum	pidana	
ditujukan	untuk	menanggulangi	kejahatan	yang	tujuannya	tidak	lain	
untuk	kesejahteraan	masyarakat.	Perumusan	tindak	pidana	di	dalam	
peraturan	perundang-undangan	dibuat	dengan	memuat	larangan	atas	
perbuatan	 dengan	 disertai	 sanksi	 pidana.	 Pemberian	 sanksi	 pidana	
ini	 juga	sebagai	bentuk	untuk	melindungi	masyarakat	dari	ancaman	
perbuatan	pidana.	

Kebijakan	 hukum	 pidana	 diwujudkan	 dalam	 bentuk	 sebuah	
rumusan	delik	dalam	undang-undang.	Kebijakan	hukum	pidana	sebagai	
bentuk	upaya	penanggulangan	juga	memiliki	tujuan	untuk	melindungi	
masyarakat.	Kebijakan	hukum	pidana	untuk	melindungi	tenaga	kerja	
dari	kekerasan	seksual	dapat	dilihat	pada	UU	TPKS,	yang	memperberat	
hukuman	dengan	menambah	sepertiga	hukuman.	Hanya	saja	di	dalam	
UU	TPKS	ini	menyamakan	tindakan	persetubuhan	dengan	perbuatan	
cabul,	yang	menurut	penulis	dua	bentuk	perbuatan	yang	berbeda	dan	
memiliki	 dampak	 yang	berbeda	pula.	Dari	 kedua	 tindakan	 tersebut	
yang	lebih	berat	dampak	kerugiannya	bagi	korban	adalah	persetubuhan,	
sehingga	 harusnya	 pembuat	 kebijakan	merumuskan	 sanksi	 yang	
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lebih	berat	untuk	persetubuhan	dibanding	perbuatan	 cabul.	Karena	
bagaimanapun	dalam	penentuan	besar	kecilnya	sanksi	pidana	harus	
berdasar	kepada	besar	kecilnya	dampak	kerugian	dari	perbuatan	pidana	
tersebut.
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